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RINGKASAN 

Setiap negara di dunia, pasti mempunyai cita-cita dan tujuan didirikannya 

suatu negara dan biasa tercantum di Undang-Undang Dasar (UUD) dan di 

Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD. Studi politik hukum memiliki tujuan 

untuk menelaah (review) kebijakan negara yang dilakukan pemerintah untuk 

menaikan kesejahteraan masyarakat dalam semua aspek kehidupan sesuai dengan 

cita-cita dan tujuan suatu negara. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan suatu 

negara, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan nasional yang didanai oleh pendapatan negara (diatur dalam sistem 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN). Ketergantungan pendapatan 

negara (APBN) dari sisi perpajakan, sangat besar (kurang lebih 82%) 

Akhir tahun 2019, ditemukan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang 

oleh World Health Organization (WHO) dinyatakan sebagai ‘pandemi’ pada 

tanggal 30 Januari 2020 dan di Indonesia, kasus pertama Covid-19 terjadi pada 

Maret’2020. Kasus pandemi Covid-19 yang terjadi berpengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi dunia termasuk juga Indonesia. International Monetary 

Fund (IMF) memperkirakan ekonomi dunia 2020, tumbuh negatif 4,9%; 

Di Indonesia, Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada periode Kuartal II 

-2020 tumbuh negatif 5,32%  dan  Kuartal I - 2020 tumbuh negatif 2,97%  (YoY). 

Saat pandemi Covid-19 terjadi, APBN-2020 dihadapkan pada dua masalah besar, 

yaitu jatuhnya perekonomian dunia (resesi), dan berimbas pada perekonomian 

Indonesia, khususnya pada sektor pendapatan negara (dari  sisi perpajakan). 

Ditengah berlangsungnya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonor 1 Tahun 
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2020 (‘Perppu No. 1 Tahun 2020’), yang kemudian disahkan menjadi Undang-

Undang No. 2 Tahun 2020. 

Rumusan masalah adalah kajian terhadap penerbitan Perppu Nomor 1 

Tahun 2020 ditengah situasi pandemi Covid-19 yang jika ditinjau secara sekilas 

terlihat banyak memberikan relaksasi (insentif) pajak dimana seharusnya dalam 

kondisi saat ini pemerintah membutuhkan tambahan dana yang besar untuk 

mengatasi dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung 

terutama dalam sektor kesehatan dan perbaikan ekonomi. 

Dari penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa rasionalitas (dasar 

pemikiran) penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Kebijaksanaan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian disahkan dengan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan adalah sesuai dengan kajian 

teori politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencapai cita-cita dan 

tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 1945 dan juga dapat dibenarkan menurut 

teori Hukum Tata Negara Darurat yang memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

dalam keadaan negara  darurat (luar biasa) atau hal ihwal kegentingan yang 

memaksa. 
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ABSTRAK 

 
Tesis dengan judul “Politik Hukum Bidang Perpajakan Selama Masa Corona 
Virus  Disease 2019 di Indonesia” ini merupakan penelitian dan kajian terhadap 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 
1 Tahun 2020 tentang  Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, 
yang kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 
khususnya bidang perpajakan. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini diterbitkan saat 
berlangsungnya pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019 dan 
berdampak pada perkonomian dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020  serta 
pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Penelitian dan kajian 
dilakukan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan 
yang keliatannya banyak memberikan relaksasi (insentif) pajak dimana 
seharusnya dalam kondisi saat ini pemerintah membutuhkan tambahan dana yang 
besar untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang tengah 
berlangsung terutama dalam sektor kesehatan dan perbaikan ekonomi. Dari 
penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa rasionalitas (dasar pemikiran) 
penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan adalah 
sesuai dengan kajian teori politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam 
mencapai cita-cita dan tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 1945 dan juga dapat 
dibenarkan menurut teori Hukum Tata Negara Darurat yang memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang dalam keadaan negara  darurat (luar biasa) atau hal 
ihwal kegentingan yang memaksa 
 
Kata kunci :  Pandemi Covid-19, Perppu, Perpajakan, Politik Hukum, Hukum   

Tata Negara Darurat 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled "The Political Law of Taxation During the Corona Virus 
Disease 2019 Period in Indonesia" is a research and study of the issuance of 
Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 concerning 
State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling the 
Corona Pandemic. Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or in the context of facing 
threats that endanger the national economy and / or financial system stability, 
which was later passed by Law Number 2 of 2020, especially in the taxation 
sector. Perppu No.1 of 2020 was issued during the Covid-19 pandemic which 
emerged at the end of 2019 and had an impact on the world economy including 
Indonesia in 2020 and economic growth in the coming years. Research and 
studies were carried out on Perppu No.1 of 2020, especially in the field of 
taxation which seems to provide a lot of tax relaxation (incentives) where in the 
current conditions the government should need a large additional fund to cope 
with and cope with the ongoing Covid-19 pandemic, especially in the health 
sector and economic improvement. From this thesis research, it can be concluded 
that the rationality (rationale) for the issuance of Perppu Number 1 of 2020, 
especially in the field of taxation, is in accordance with the study of political and 
legal theory carried out by the government in achieving the ideals and goals of the 
state according to the Preamble to the 1945 Constitution and can also be justified 
according to theory. Emergency Constitutional Law which gives authority to the 
Government to issue Government Regulations in Lieu of Laws in a state of 
emergency (extraordinary) or in cases of compelling emergency 
 
Keywords : Covid-19 Pandemic, Lieu of Laws, Taxation, Political Law,  

Emergency Constitutional Law 
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